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EEPUTUSA N
JAKSA AGUNG REPUBLTEK INDONESTA
NOMOR : KEP-062 JIA/6/1992

TENTANG

PENATARAN HUKUM LTNGKUNGAN ANGKATAN 77
TAHUN 1992/1993

JAKSA AGUNG REPUBLTK TNDONESTA

Menimbang . bahwa untuk meningkatkan Tntegritas Kepribadian,
kemampuan tehnis pro[‘c:—‘-ional dan Disiplin Nasional
para Jaksa dan dalam rangka unbuk membentuk aparal

penegak hukum yang handal dan Lerpercaya f.erul.amn
peningkatan pengetahuan dan spesin]isnsi yang
tinggi, maka dipandang perlu mcnyclengguraknn
Penataran Hukum Lingkungan Angkatan IT Tahun 1992/
1993.

Mengingal T [ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang
Ke jaksaan Republik Indonesia;

2. Keputusan Presiden Republik indoncsia Nomor ho
Tahun 1991 Lenlang Pokok-pokok Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor
KEP-035/JA/3/1992 Lentang susunan Organisasi

dan Tata Kerja Ke jaksaan Republik Indonesia;

4. Daftar Isian Proyck Kejaksann Agung Republik
Indonesia Tahun Anggaran 1992/1993.

HEMU'I‘USKAN

Menctapkan . KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESTA TENTANG
PENATARAN ITUKUM LINGKUNGAN ANGKATAN TIT TAIUN
1992/1993.
PERTAMA : Tempat dan Penyeclenggara Pendidikan.

1. Penataran disclenggarakan di Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Ke jaksaan Agung Republilk
Indonesia, di Jakarta.

2. Penyelenggara pena taran adalah TPusal Pendidikan
dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik I ndone—
sia.

KEDUA . Peserta Penataran

1. Peserta penataran adnlah para Jaksa pada
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KETIGA

KTEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUI

Kejaksnan Agung Republik Indonesin, Kejnkaaan
Tinggi dan Kejnksann Negeri scelurub Indonesin.

2. Jumlah pescrta penataran adalah 30 (tiga puluh)
orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan
olch Jaksa Agung Muda P'embinaan.

Tujuan Penataran

Meningkalkan Integriltas Kepribadian, Kemampuan
54 L

"Tehnis Profesional dan Disiplin Nasional schingga

diharapkan para pejabal. Kejakanan lebih  berkemam--
punn  dnlam melaksannkan Lugas  penegnakan  hukum,
poembangunan dan missi - keadilan sorlh usnha
pelestarian lingkungan hidup yang dibebankan
kepada  Kejaksann yang dilandasi  dengan somangal
rengabdinan yang Linggi.

Kurikulum dan Para Pengajar

1. Jumlab kurikulum/mata pclajaran dan para penga-
Jar/Widyaiswara scperti btercantum dalam Lampir-
an I.

2. Jumlah jam scluruhnyn 240 jam @ A0 wmenil. untuk
scliap mata pelajaran,

Jangha Waktu Penalaran.

1. Penalaran dilaksanakan selama ) (salu) bulan
dan para pescrla diwajibkan masuk asrama.

2. Penatarvan dimulai pada tanggal 8 Juni 1992 dan
akan ditutup pada Langgal 7 Juli 1992.

3. Pclajaran diberikan pada secliap hari kerja
pagi, siang dan malam hari.

4. Pedoman kegiatan sehari-hari tercantum dalam
Lampiran II.

Ay

Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama  mengikuli  penalaran Lerhadap sclinp
peserta dilakukan pengamalan  untuk penilaian
prestasi lentang ilmu pengelbahuan, keterampilan
dan sikap yang cara-caranya dialur dalam
ketenbuan Lersendiri. -

2. Kepada mcrecka yang tLelalh selesai mengikuli
penataran diberikan Sural Tanda Tamal mengikutbi
Pendidikan dan Pelatibhan (STTP) yang ditandala-
ngani oleh Kepala Pusal Pendidikan dan Pelatih-
an Kejaksaan Agung R.T.

Pembiayaan

‘Biaya penyelenggaraan penataran  ini  dibebankan

seluruhnya kepada anggaran Daftar Tsian Proyck
(DTP) Pendidikan/Pelatihan Tenaga Kejaksanan Tahun
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KEDELATAN

RESFMBIILAN

199271993 Nomor 023/vi/3/1992 Langpgal 114 Marel
1992 sepoertj tercantbum dalam Petunjuk Operasioanl
Lampiran TTT.

Tangpgung Jawnh Penalaran.

Kepala Pugal, Pendidikan dan Pelal ihan berLanggung
Jownh  kepada Jalksa Agunge Republile Indonesin nlas
renyelengpgarann Pennlaran Hukum Linghkungan
Angkatan II Tahun 1992/1993,
e nul, y .
{
T. Hal-hal yang belum dialur dalam Kepnlusan ing
alinn dilelapkan Tehih 'nnjut. oleh Kepala I'uyant,
Pendidikan dan pela Lihan.

oV

Keputusan ini mulai berlaku scjalk Langgal
dileLaphkan dengan kelenlunn apabila dikemudian
hari Lerdapat, kekeliruan, maka akan diadalan
perbaikan scperlunya. :

SALINAN  Keputusan ini dﬁ:—:mupuilum kepada

1. Mentberi Negara Pendayagunann Aparalur Negara,
di Jakarta.

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawnian Negara,
di Jakarta,

3. Parn Jnkan Agung Mudn, dj Jakarla,

4. Kepala Pusat, Pendidikan dan pelatihan Kejaksnnn
Agung Republik Imdonesin, di Jakarla.

9. Kepala Bire Kepoegawaiann KejJakasann Agung
Republ ik_Tndcmc::_i:_l, di Jakarta. '

6. Kepala BRiro Perencanann Kejaksaan Agung
Republik Tndones in, di JakarLa.

7. Para Kepala Kejaksaan: Tinggi scluruh 1 ndoncsia.
B. A r & i p.
PETIKAN Kepulusian- ini disampaikan kepada yang

bersangkulan un Luk digunakan sebhagninnna
mesbinya,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : g Junf 1992




LAMPIRAN I :
NOMOR

TANGGAL

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

: KEP-062/JA/6/1992
: 6 Juni 1992

KURIKULUM PENATARAN HUKUM LINGKUNGAN ANCKATAN II
TAUUN 1992/1993.

1 (SATU) BULAN

= 240 JAM PELAJARAN

e

NO KURIKULUM DOSEN/WIDYALSWA JURLAN
/ WAKA 1 JAM PELAJARAN
1 2 3 4
T KELOMPOK DASAR
L. Etika Profesi Jaksa - T.A.RAHMAN, 811 6
- H.MARTIN RAHMAN, SH
25 ' Manajemen Kejaksaan dan Kepémimpinan dalam - H.SOEWARNO, SH 8
PUDK. - R.M.SIMATUPANG, SH
— DRS.M.HAFIDZ ALAM: -
SYAH, SH.
35 Pola Membina Rasa Keadilan H. SOEWARNO, SH 6
(18 Dinamika Kelompok - 1. HARRY MOERDJONO, 6
- S1l.
~ MASFAR SAFAR,SH
s Tata Upacara Militer (TUM) KODAM V / JAYA 4
\ 30
J 6 i KELOMPOK INTI
1. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. SUMARSONGKO HADTI, SH 8
Ze Dasar-dasar Ekologi. UNIVERSITAS INDONE- 8
SIA.
3. Kependudukan dan Lingkungan Hidup MASFAR SAFAR, SH 8"
"4, Tata Ruang KLH 8
5 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup MOESTADJI,SH (KLH) 12
653 Konservasi Sumber Daya Alam. KLH 8
s Perlindungan Lingkungan Laut. M.HANAFI ASMAWIE,
SH. 8
8. Toxicologi, Limbah B 3 UNIVERSITAS INDO- 8
NESIA.
9. Analisis Mengenail Dampak Lingkungan (AMDAL) ASMEN III KLH. 20
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Penyidikan dan Penuntutan Per-

kara Lingkungan Hidup.

Penegakan Hukum Lingkungan

- Instrumen Perdata
- Instrumen Adminis
trasi.

Mediasi dan Negosiasi Kasus
Lingkungan Hidup.

"8tudi’ Lapangan

Diskusi Kelompok

Seminar

KELOMPOK PENUNJANG

Tugas dan Wewenang BAPEDAL

Pengenalan Daerah Perairan
ZEE Indonesia Dalam Upaya
Perlindungan Kekayaan Sum-
ber Daya Alam di Laut.

CERAMAH-CERAMAH.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDO-
NESTIA.

MENTERI 'KEPENDUDUKAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

XK AP U'S DL IRCEIAT

MOESTADJI, SH

H.HAMRAT HAMID,SH

STRUKTURAL DATUN

SAMUEL HORO, SH.
S.T.PULUNGAN, SH

TEAM PENGARAH

TEAM PENGARAN

TEAM PENGARAH

BAMBANG PRABOWO, SH
LLM (BAPEDAL)

DR. ANDI HAMZAH, SH

10

12.

24

20

20

10

10

194

16




